BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, kita dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Perolehan Hak guna Usaha Di Lingkungan PT. Siera berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang hak Guna Usaha
yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mentri Pertanahan Agraria Dan
Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha meliputi:

Pemohon mengajukan permohonan terdokumentasi ke Komisi
Perikanan Kelautan negara Pemohon mengajukan permohonan
penggunaan lahan ke kantor wilayah BPN negara Pemohon mengajukan
permohonan pengukuran ke kantor distrik BPN Apakah Pemohon
mendaftarkan permohonan HGU ke Kantor Wilayah BPN negara
Menunggu rekomendasi dari Sekretariat dan Gubernur, pemohon telah
menerima surat keputusan HGU untuk sertifikasi nasional.

2. Alasan saya menyerahkan tanah di PT. Siera menyebabkan kesalahan
karyawan PT. Akibat konfrontasi Sierra dengan masyarakat, banyak
karyawan dan masyarakat yang memprotes tindakan pengusiran PT
sehingga menimbulkan sentimen publik atas kejadian tersebut. Sierra dan
direktur serta afiliasinya. Sejak PT. Sierra ditinggalkan dan diambil alih

oleh penduduk setempat.
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3. Akibat Hukum Pelepasan Tanah berdasarkan Keputusan No. 40 Tahun
1996 Tentang Hak Guna Usaha Pasal 17(e) menyatakan bahwa tanah yang
ditinggalkan oleh bekas pemilik HGU karena alasan tertentu, tanah dengan
status Hak Guna Usaha berakhir, dan Pada saat berhenti menjadi tanah
milik negara, .

B. Saran

Adapun rekomendasi dari hasil penelitian antara lain:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dongpu untuk menyelesaikan
permasalahan tanah PT. Sierra, untuk memastikan bahwa kotamadya tidak
sewenang-wenang menempati tanah, kami menekankan bahwa sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Dan batalkan Hak Guna Usaha kantor
BPN Dompu untuk memperjelas negeri ini.

2. Kepada pemerintah desa Cempi Jaya, PT Sierra menghimbau agar tidak
menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat sekitar atas lahan
terlantar tertentu yang ingin dijadikan sebagai properti.

3. Memungkinkan pemerintah desa untuk menindaklanjuti proses
kepemilikan tanah PT. Sierra sebagai warga yang membangun rumah di

kawasan tersebut memiliki hak hukum.
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